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Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 
(Periode 2005-2014) 
 




Ratna Ayu Damayanti 
Nirwana 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah kabupaten Wajo, selama tahun 2005-2014. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan daerah antara lain: 
rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Data penelitian 
ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan realisasi anggaran pemerintah 
daerah Kabupaten Wajo tahun 2005-2014. Berdasarkan hasil temuan yang 
diperoleh bahwa hasil analisis rasio kemandirian Kabupaten Wajo masih rendah, 
dengan persentase rata-rata rasio tersebut sebesar 6,54%. Hasil analisis rasio 
efektivitas tampak mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio tersebut selama tahun 
2005-2014 adalah sebesar 101,70%. Pada tahun 2008-2010 hasil rasio tersebut 
tidak efektif. Hasil analisis rasio efisiensi tampak mengalami peningkatan tiap 
tahunnya. Rata-rata rasio tersebut selama tahun 2005-2014 adalah sebesar 
7,74%. Hasil rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah efisien 
melakukan pemungutan sumber pendapatan asli daerah. 
 
Kata kunci : Kinerja keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, 
rasio efisiensi. 
 
This study aims to identify and analyze the financial performance of local 
government on the Wajo Regency, during the years 2005-2014. The analytical 
tool used in this research is the local financial ratios, among others: the financial 
independence ratio, the effectiveness ratio, and the efficiency ratio. This research 
data using secondary data, budget realization report of local government Wajo 
years 2005-2014. Based on the results obtained that the results of the analysis of 
financial independence ratio Wajo is still low, with the average percentage of this 
ratio amounted to 6.54%. The results of the analysis of the effectiveness ratio of 
local revenues looks fluctuation. The average of this ratio during the years 2005-
2014 amounted to 101.70%. In the years 2008-2010 the results of this ratio are 
not effective. The results of the analysis of the efficiency ratio seems to increase 
every year. The average of this ratio during the years 2005-2014 amounted to 
7.74%. The results of this ratio, indicating that the local government has been 
efficient did collection source of local revenue.  
 
Keywords : Financial performance, financial independence ratio, effectiveness 
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1.1 Latar Belakang  
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional dewasa ini dilaksanakan dengan mengacu pada paradigma 
desentralisasi berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya 
daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja 
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan 
pemerintah daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara yang mengacu 
pada paradigma desentralisasi bertujuan agar pemerintahan daerah mampu 
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat serta pembangunan. 
Sejak adanya reformasi penataan pemerintahan dari sistem sentralisasi 
menuju desentralisasi yang diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang, Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan 
bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) menyatakan 
bahwa pemerintahan daerah terdiri dari. 
a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah 




b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah 
kabupaten/ kota dan DPRD kabupaten/ kota.  
Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala 
daerah dan perangkat daerah. 
Tujuan pemberian otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk 
memberikan keleluasaan serta kesempatan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dari 
mulai perencanaan, pangawasan, pengendalian dan evaluasi. Mardiasmo 
(2004:59) mengatakan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara juga telah 
memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan 
pembangunan daerah yang otonom. Otonomi di bidang keuangan daerah ini 
antara lain adalah melalui transfer pembiayaan dari pusat ke daerah melalui 
dana perimbangan yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Otonomi daerah tidaklah hanya memberikan kewenangan atas 
pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk 
mengelola keuangannya. Melalui otonomi tersebut, diharapkan hasil 
pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil. 
Oleh karena itu, peran kepala daerah menjadi sangat strategis dan signifikan. 
Signifikansi peran tersebut harus dibarengi dengan kemampuan kepala daerah 




Namun kemampuan tersebut tidak akan berarti apabila kepala daerah tidak 
memiliki kemauan untuk menciptakan Good Governance di lingkungan 
pemerintahannya. 
Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 
yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah 
yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Di mana APBD 
merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai 
pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, 
pengendalian, dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mudah 
dilakukan. Pada sisi yang lain anggaran pendpatan dan belanja daerah dapat 
pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui 
kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah dalam Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa keuangan daerah 
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, pasal 2 
menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu 
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Menurut Nugroho (2009), untuk mengetahui kesiapan suatu daerah dalam 
menghadapi otonomi daerah, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap 
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya demi 
mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah. Pemerintah daerah 




pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah 
daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak serta sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, 
diperlukan suatu analisis untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan daerah 
utamanya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Menurut Mardiasmo (2009), pentingnya pengukuran kinerja sektor publik 
dilakukan adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu: 
1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 
2. Untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan 
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 
kelembagaan  
Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio 
keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 
2007a:230). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya terhadap 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka analisis rasio yang 
dapat digunakan adalah analisis rasio keuangan pada APBD, antara lain rasio 
kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio 
keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan sebagai alat analisis untuk 
mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan pada 
APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode 
dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana 
kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007a:232).  
Analisis rasio keuangan pada APBD, pemerintah dapat menilai 




daerah, mengukur Efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan 
daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan 
pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan 
dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau 
perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama 
periode waktu tertentu (Halim, 2007a:230). Namun demikian, Halim dan Kusufi 
(2013) menegaskan bahwa penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis 
keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat 
komersial, sedangkan pada lembaga politik khususnya pemerintah daerah masih 
sangat terbatas. Hal itu karena: 
a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah 
yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan 
oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial; 
b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan 
pertimbangan incremental budget yaitu besarnya masing-masing komponen 
pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah 
persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Karena disusun 
dengan pendekatan secara incremental maka sering kali mengabaikan 
bagaimanan rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, padahal menurut pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 105, APBD 
seharusnya disusun dengan pendekatan kinerja (performance budget), dan; 
c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, 
sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada 





Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah melihat fenomena yang terjadi 
di lingkungan pemerintah daerah, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak 
disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian 
besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Pemerintah Kabupaten Wajo yang 
telah menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD)-nya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi 
Selatan yang memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang cukup potensial 
seperti potensi daratan, pegunungan, pantai, laut, maupun danau. Potensi 
tersebut dapat diindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki 
peluang yang cukup besar dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahannya 
dalam upaya mencapai Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo, 
namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan 
keuangan tahun anggaran 2010, 2011, 2013, dan 2014, Kabupaten Wajo 
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hanya pada tahun 
anggaran 2012 Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP),  (BPK RI, 
2015:262). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan APBD masih 
ada yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah telah 
dilakukan oleh Jusmawati (2011) pada pemerintah daerah Kabupaten Soppeng. 
Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Soppeng dikatakan baik dan efisien yang diukur dengan menggunakan rasio 
keuangan kemandirian keuangan daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio 





Penelitian ini mengacu pada penelitian yang di telah dilakukan oleh 
Jusmawati (2011). Alat analisis yang digunakan dalam mengukur kinerja 
keuangan pada penelitian ini menggunakan rasio keuangan pada APBD, antara 
lain rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, 
sedangkan rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan tidak digunakan 
dengan pertimbangan bahwa adanya perubahan struktur anggaran pada sektor 
belanja daerah yang telah berubah menjadi belanja langsung dan tidak langsung 
yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga rasio tersebut tidak dapat digunakan 
untuk membandingkan kinerja keuangan tahun 2005–2014.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan judul: “Analisis 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Periode 2005-
2014)”.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan mengetahui kinerja 
dalam mengelola keuangan daerahnya yang dinilai dengan menggunakan rasio 
keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan 





1.4  Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai 
berikut. 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi mengenai 
kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pada pemerintah daerah 
Kabupaten Wajo dan pengaruh pendapatan asli daerah yang telah diperoleh 
pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. 
2. Untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut yang akan digunakan 
oleh penelitian lainnya yang ingin mengangkat judul dan permasalahan yang 
sama dengan penelitian ini. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
1. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah 
daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk mengetahui 
bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo 
sehingga dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 
dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Masyarakat, menjadi informasi dalam mengamati kinerja keuangan 
pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan 
mengenai kinerja pemerintah daerah. 
3. Bagi Akademisi, sebagai acuan dan referensi bagi penelitian lebih lanjut dan 






1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup dari penelitian ini yakni analisis yang digunakan dalam 
mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio 
kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli 
daerah. Objek penelitian ini adalah Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi 
Selatan, sedangkan laporan realisasi anggaran yang diteliti yakni tahun anggaran  
2005–2014 . 
1.6  Organisasi/Sistematika 
Organisasi/sistematika penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Bab I 
pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV hasil 
penelitian dan pembahasannya, serta Bab V penutup. 
BAB I Latar Belakang 
Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan 
organisasi/sistematika. 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, tinjauan 
empirik, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
BAB III Metode Peneltian 
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
dan analisis data. 
BAB IV Hasil dan Pembahasan  
Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis data, 





BAB V Penutup 
Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh 
setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan saran yang dapat 








2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi 
menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 
a. Teori pertumbuhan ekonomi historis  
b. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. 
   
  Teori pertumbuhan ekonomi historis aliran historis berkembang di Jerman 
dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi 
industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
dilakukan secara bertahap. Pelopor aliran historis salah satunya adalah Walt 
Whitman Rostow. Menurut Rostow (1960) mengungkapkan bahwa pertumbuhan 
perekonomian dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut. 
1. Masyarakat tradisional (The traditional society); Merupakan masyarakat 
yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang 
terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta 
terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai 
2. Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (The preconditions for 
take off); Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat 
sedang berada dalam proses transisi dan sudah mulai penerapan ilmu   
pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang 




3. Periode lepas landas (The take off); Merupakan interval waktu yang 
diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan 
yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat 
produksi dapat meningkat, investasi efektif serta tabungan yang bersifat 
produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional, dan 
industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah 
ada mengalami ekspansi dengan cepat. 
4. Gerak menuju kedewasaan (Maturity); Merupakan perkembangan terus 
menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan 
usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, investasi 
efektif serta tabungan meningkat 10%-20% dari pendapatan nasional dan 
investasi ini berlangsung secara cepat, output dapat melampaui 
pertambahan jumlah penduduk, barang-barang yang dulunya di impor, kini 
sudah dapat dihasilkan sendiri, serta tingkat perekonomian menunjukkkan 
kapasitas bergerak melampau kekuatan industri pada masa take off 
dengan penerapan teknologi modern. 
5. Tingkat konsumsi tinggi (High mass consumption); Sektor-sektor industri 
merupakan sektor yang memimpin bergerak ke arah produksi barang-
barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa, pendapatn riil per kapita selalu 
meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat 
konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan 
pangan, kesempatan kerja penuh sehingga pendapata nasional tinggi, dan 





Teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik salah satunya dijelaskan oleh 
Adam Smith (1776). Menurut Smith (1776) proses pertumbuhan ekonomi dimulai 
apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja. Pembagian kerja 
akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan. Smith (1776) juga mengemukakan bahwa dalam pertumbuhan 
ekonomi dapat dicapai melalui dua unsur yang sangat penting yaitu pertumbuhan 
penduduk dan pertumbuhan output total (komponen sumber alam, komponen 
tenaga kerja komponen jumlah persediaan barang.  
Teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neo-klasik melihat dari sudut 
pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Salah satu ahli yang 
mengemukakan teori pertumbuhan dalam aliran neo-klasik adalah Robert Sollow. 
Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan 
terjadi atas hasil kerja dua faktor input utama, yaitu modal dan tenaga kerja 
(Sollow, 1956). 
Teori pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets (1966) 
pertumbuhan ekonomi adalah suatu kenaikan kemampuan jangka panjang suatu 
negara di dalam menyediakan berbagai macam jenis barang-barang ekonomi 
dalam jumlah yang banyak untuk penduduknya. Kuznets (1966) mengemukakan 
bahwa pertumbuhan ekonomi itu dicapai oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. 
a. Peningkatan persedian barang yang stabil (terus menerus) 
b. Perkembangan/kemajuan teknologi 
c. Penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. 
Menurut Sukirno (1996:33) pertumbuhan ekonomi merupakan proses 
kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan 




pertumbuhan apabila semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin 
tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu 
distribusi pendapatan tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah 
dicapai pada periode waktu sebelumnya. 
Menurut Rori (2016:5) Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu 
keadaan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari 
suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada 
kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah 
diproksikan dengan menggunakan PDRB. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui 
dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB 
pada tahun sebelumnya (PDRBt-1) (Sukirno, 2000). 
Menurut Saragih (2003:15) peningkatan PAD sebenarnya merupakan 
akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif 
mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Menurut Novianto 
(2013:33) bahwa semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah 
daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan 
prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya 
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai 
bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan 
ekonomi yang dilihat pada pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun. 
 
2.1.2 Pengertian Otonomi Daerah 
Menurunnya penerimaan negara dari sektor minyak dan pajak minyak 
pada tahun 1983/1984 berdampak pada menurunnya Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tahun 1984/1985, maka timbullah kesadaran akan menurunnya 




daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah 
(Kurniawan, 2014:1). Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak dapat membantu 
perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah, dengan kata 
lain bahwa penurunan penerimaan Negara tersebut telah mendorong 
meningkatnya pelaksanaan otonomi daerah yang dibarengi dengan sistem 
desentralisasi pemerintahan dan keuangan. Selain itu dengan berkembanganya 
sistem perpolitikan dan pemerintahan selama kabinet reformasi pembangunan, 
telah mengakibatkan timbulnya gejolak politik di berbagai daerah yang menuntut 
adanya otonomi daerah, bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan 
penuh untuk berdiri sebagai negara dengan pemerintahan sendiri. 
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan 
nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah 
otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 
menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan pertanggungjawaban kepada 
masyarakat.  
Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan definisi 
otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 
beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu 
diketahui, antara lain.  
1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 





2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau 
desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 
4. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu 
sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang 
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta 
pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, 
sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 
pengawasan keuangannya. 
Penyelenggaran otonomi daerah perlu ditingkatkan dengan 
memperhatikan hal-hal yang berhubungan antar susunan pemerintah dan antar 
pemerintah daerah, potensi dan peluang keanekaragaman daerah, serta 
persaingan global dengan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada 
daerah. Hal tersebut juga harus disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan menurut asas otonomi 
khusus yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat.  
Menurut Widjaja (2011:76) “Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 




peraturan perundang-undangan”. Kewenangan yang luas, nyata, dan 
bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari 
praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya perimbangan antara 
keuangan pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam mendukung 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
Berdasarkan undang-undang otonomi daerah dapat diartikan bahwa 
ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat 
desentralisasi dibanding dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat 
sentralisasi. Memang perlu disadari dalam proses menjamin kelancaran 
pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam tugas pemerintah sebagai 
unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang publik yang manfaatnya 
sangat luas dan dinikmati orang banyak seperti bidang pertanahan nasional, 
keamanan, keadilan, kesehatan masyarakat, jalan raya dan sebagainya. 
komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah 
kabupaten/kota, termasuk DPRD dalam proses desentralisasi untuk menjamin 
proses tersebut secara lebih baik dan bertangggung jawab, dimana mereka 
sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk 
menyukseskan otonomi daerah. 
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan fenomena politis 
yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, terlebih jika 
dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas 
maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang antara lain ditandai dengan 
tumbuhnya berbagai bentuk regional, perubahan pola atau sistem informasi 
global. Dampak penyelenggaraan otonomi daerah ini tidak hanya terjadi pada 
organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja akan tetapi berlaku 




karena itu, dengan adanya otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah 
daerah secara langsung membangun kemitraan dengan masyarakat dan pihak 
swasta di daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang pula. 
Ciri-ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yang 
dikemukakan oleh Koswara dalam Halim (2007b:167-168) adalah. 
1. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan 
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelengaraan pemerintahannya. 
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar 
pendapatan asli daerah harus menjadi bagian dari sumber keuangan yang 
didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga 
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. 
 
Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Wahyuni (2008:23) 
mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu. 
a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan 
daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu 
melaksanakan otonomi daerah secara finansial);  
b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah 
mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah 
dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah;  
c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat 




bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran 
pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat;  
d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak 
ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam 
melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan 
keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah 
daerah. 
Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan 
daerah (dari sisi keuangan ) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut.  
 Tabel 2.1   Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah 
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 




0% - 25%  
25% - 50%  
50% - 75%  





 Sumber : Halim (2002)  
Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam 
menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu 
aktif mengatur kegiatan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diharapkan 
mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah 
dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan 
mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, 
termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, 
mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya dan yang lebih utama 
kepada masyarakat/publik. 
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor yang sangat penting 
dalam upaya menciptakan kemandirian daerah karena akan menjadi sumber 




Cochrane berpendapat bahwa “batas 20 persen perolehan Pendaptan Asli 
Daerah merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. 
Sekiranya PAD kurang dari angka 20 persen, maka daerah tersebut akan 
kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri” (Cochrane, 1983:64 
dalam Riduansyah 2003). 
Esensi dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya bagi suatu 
daerah dalam memaksimalkan hasil yang hendak dicapai sekaligus menghindari 
keruwetan yang akan memperlambat ataupun menghalangi pelaksanaan 
otonomi daerah, sehingga penerapan otonomi daerah yang baik dimana hal 
tersebut merupakan tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan 
pelayanan kepada masyarakat-pun tidak terabaikan. 
  
2.1.3 Pengertian Anggaran Sektor Publik  
Perencanaan yang baik mengandung unsur tujuan misi organisasi dan 
sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan. Perencanaan yang muat 
sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan tersebut diimplementasikan 
dalam suatu anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau non 
keuangan. Batasan perencanaan anggaran macamnya, secara sederhana dapat 
diartikan sebagai suatu proses mempersiapkan anggaran atau proses 
penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan misi organisasi yang 
berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. 
Menurut Garrison dan Norren (2001:102), anggaran adalah rencana rinci 
tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya 
lainnya untuk suatu periode tertentu. Anggaran mengambarkan rencana untuk 
masa yang akan datang yang diekspresikan dalam istilah-istilah keuangan yang 




tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif 
dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 
Selanjutnya Adisaputro et al., (2003) medefinisikan, anggaran atau business 
budget  adalah suatu pendekatan formal yang sistematis daripada pelaksanaan 
tanggung jawab manajeman dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 
Menurut Governmental Accounting Standard Board (GASB), anggaran 
adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang 
diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam 
periode waktu tertentu. Begitu pula dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Berdasarkan definisi anggaran yang telah dikemukakan, maka dapat 
diketahui bahwa anggaran mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Rencana rinci 
b. Mengenai aktivitas suatu organisasi 
c. Dinyatakan secara kuantitatif umumnya dalam satuan uang 
d. Untuk jangka waktu tertentu yang akan datang 
e. Anggaran harus bersifat formal 
f. Anggaran sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian 
 
 
Bastian (2006b:166) mengemukakan karakteristik anggaran sektor publik 
antara lain. 




b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 
tahun 
c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 
sasaran yang ditetapkan 
d. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu 
e. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusunan anggaran  
Berdasarkan karateristik anggaran tersebut menggambarkan anggaran 
berfungsi sebagai alat perencanaan.Anggarn sebagai suatu rencana operasi 
keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber 
pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu, 
yang bertujuan untuk menjabarkan segala hal yang telah dituangkan dalam 
perencanaan. Secara singkat dapat dipahami bahwa karakteristik anggaran yang 
baik perlu memiliki tiga hal yaitu: 1) anggaran berdasarkan program, 2) 
berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, dan pusat 
investasi), serta 3) sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 
Ragam anggaran sektor publik dalam organisasi sektor publik, antara lain. 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan daerah, yaitu anggaran 
usaha dan BUMD. 
Anggaran sektor publik merupakan anggaran satu kesatuan yang terdiri 
dari beberapa elemen atau jenis anggaran. Jenis anggaran yang dikelompokkan 
berdasarkan pusat pertanggungjawaban yaitu. 
a. Anggaran penerimaan pendapatan SKPD merupakan rencana kerja 
anggaran SKPD di sektor penerimaan pendapatan daerah, diukur 




b. Anggaran pengeluaran biaya SKPD merupakan rencana kerja anggaran 
SKPD di bagian pengeluaran biaya tidak langsung dan biaya langsung di 
ukur berdasarkan volume dan jenis biaya. 
Proses penyusunan anggaran sektor publik (APBD) umumnya 
menyesuaikan dengan peraturan dari lembaga yang lebih tinggi sejalan dengan 
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi perubahan mendasar 
penyelenggaraan pemerintah dan pengaturan keuangan daerah khususnya 
anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat, menurut Indra Bastian 
fungsi anggaran adalah. 
a. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja 
b. Anggaran merupakan cetak biru (blue print) aktivitas yang akan dilaksanakan 
di masa mendatang 
c. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unti 
kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan 
d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja 
e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 
dalam pencapaian organisasi 
f. Anggaran merupakan instrumen politik, dan 











Adapun prinsip-prinsip anggaran menurut Bastian (2006b) sebagai 
berikut. 
a. Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis 
Penyusunan APBD haruslah mencerminkan keseimbangan antara 
penerimaan pengeluaran. 
b. Prinsip disiplin anggaran 
Setiap dinas instansi/unit kerja hendaknya menggunakan secara efisien, 
tepat guna serta tepat waktu dalam mempertanggungjawabkannya. 
c. Prinsip kemandirian 
Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan 
potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap organisasi lain 
(contohnya, pemerintah daerah pada pemerintah pusat). 
d. Prinsip prioritas 
Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu terhadap prioritas utama 
pembangunan daerah. 
e. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran 
Menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala 
prioritas. 
Prinsip anggaran tersebut menggambarkan anggaran berfungsi sebagai 
alat pengendalian. Anggaran sebagai alat pengendalian diartikan sebagai suatu 
rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan 
dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode 
tertentu, yang bertujuan untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan, dan 







2.1.4 Proses Penyusunan Anggaran APBD 
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, proses 
penyusunan anggaran mencakup hal-hal sebagai berikut. 
1. Penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran 
sementara yang terdiri dari. 
a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
daerah untuk jangka waktu lima tahun, berpedoman kepada Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan 
RPJM nasional yang standar pelayanan minimal yang ditetapkan 
pemerintah. Dimana RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah kebijakan umum dan program 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program 
kewilayahan. 
b. Pemerintah daerah menyususn Rencana kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang menggunakan 
bahan dari rencana kerja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang 
mengacu kepada rencana pemerintah. 
c.   Ditingkat satuan perangkat daerah penyusunan rencana strategis 
(Renstra) SKPD berpedoman pada RPJMD. 
d. Berdasarkan renstra SKPD, Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi 
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun 
sebelumnya. 
e. Berdasarkan Renja pemerintah daerah kepala daerah menyususn 
rancangan kebijakan APBD berpedoman pada penyusunan APBD yang 
ditetapkan Mendagri setiap tahuan dan berdasarkan kebijakan APBD 




prioritas plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala 
daerah. 
f. Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang 
telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD 
dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPAS. 
2. Penyusunan Raperda APBD terdiri dari. 
a. Kepala daerah sesuai nota kesepakatan menerbitkan pedoman 
penyusunan RKA-SKPD. 
b. Disingkat SKPD, kepala SKPD menyususn RKA-SKPD berdasarkan 
pedoman penyusunan dimana RKA-SKPD disusun dengan 
menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, 
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. 
c.   RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja masing-masing 
program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan 
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan belanja dan 
pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. 
d. RKA-SKPD diterima oleh kepala daerah dibahas dan disesuaikan 
dengan KUA dan PPAS oleh tim anggaran pemerintah daerah. 
3. Penetapan Perda APBD terdiri atas. 
a. Pembahasan dan pemgambilan keputusan bersama DPRD dan kepala 
daerah atas rancangan Perda APBD. 
b. Kepala daerah menyampaiakan rancangan Perda DPRD yang disetujui 
bersama DPRD dan rancangan keputusan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 
c.   Evaluasi rancangan Perda APBD dan ranganan peraturan kepala 




d. Hasil evaluasi APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tantang 
penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. 
e. Rancangan Perda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah 
tantang penjabaran APBD yang telah dievaluasi kepala daerah dan 
panitia DPRD ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah 
tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. 
4. Dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama. 
a. Penyusunan Raper KDH APBD 
b. Evaluasi penetapan Raper KDH APBD 
c.   Raper KDH APBD 
 
2.1.5 Bentuk dan Struktur APBD 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan 
penjabaran dari pokok-pokok kebijaksanaan yang telah ditetapkan dokumen. 
Ranperda, yang telah mengacu kepada visi dan misi yang merupakan 
pernyataan kehendak pemerintah daerah di dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja daerah terus 
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan 
perkembangan masyarakat. 
Bentuk dan sturktur APBD telah pula mengalami perubahan dan 
penyempurnaan dikaitkan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional 
maupun regional terutama kebijakan otonomi daerah, hal ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Halim (2007:22-23) bahwa era pasca reformasi bentuk APBD 
mengalami perubahan yang cukup mendasar. Bentuk APBD yang pertama 
didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negari (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 




Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejalah dengan 
perubahan yang terjadi bentuk APBD sekarang ini didasari pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan 
agar laporan keuangan semakain informatif. Oleh karena itu, dalam bentuk yang 
baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra 
reformasi. Adanya pos, pembiayaan merupakan upaya agar APBD semakin 
infromatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai 
dengan definisi pendapatan sebagai hak pemda, sedangkan pinjaman belum 
tentu menjadi hak pemda. Selain itu, dalam APBD mungkin terjadi surplus atau 
defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan 
defisit anggaran. 
Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan 
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disesuaikan 
dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD 
terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut 










Tabel 2.2 Struktur APBD 
 
STRUKTUR APBD 
1. PENDAPATAN   
- Pendapatan Asli Daerah 
- Dana Perimbangan 
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
  
2. BELANJA   
- Belanja Langsung 
- Belanja Tidak Langsung 
  
SURPLUS/DEFISIT   
3. PEMBIAYAAN   
- Penerimaan Pembiayaan 





Sumber : Anggarini dan Puranta (2010:128) 
2.1.5.1 Pendapatan Daerah 
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode 
tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Konsep pendapatan berbeda 
dengan konsep penerimaan. Penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah 
dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan yang terealisasikan dan 
masuk kas daerah menjadi penerimaan, tetapi tidak semua penerimaan 
merupakan pendapatan, karena ada penerimaan yang berasal dari pembiayaan 
(Anggarini dan Puranta (2010:129).  
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 
1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 






1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Pendapatan asli daerah terdiri dari. 
a. Hasil pajak daerah 
b. Hasil retribusi daerah 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
 
2) Dana Perimbangan  
Pasal 1 (satu) Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan pada prinsipnya merupakan 
pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat yang kemudian “didaerahkan” 
(Anggarini dan Puranta (2010:131). Dana perimbangan ini mencakup antara lain. 
a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak 
b. Dana Alokasi Umum (DAU) 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
 
 
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan di luar 




a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ 
lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat perorangan, 
dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat 
b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 
korban/kerusakan akibat bencana alam 
c. Dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota 
d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh 
pemerintah 
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 
 
2.1.5.2  Belanja Daerah 
Berdasarkan Pasal 1 (satu) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan 
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 
dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar 
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. 
Urusan wajib dalam penyelenggaraan belanja diprioritaskan untuk melindungi 
dan meningkatkan kuaitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan 
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta 




masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian 
standar minimal sesuai peraturan perundang-undangan. 
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 36 menjelaskan bahwa belanja daerah 
menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu. 
1) Belanja Tidak Langsung 
Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang diaggarkan 
tidak terkait secara langsung dengan pelaksaan program dan kegiatan 
pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut Permendagri Nomor 13 
Tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari. 




e. Bantuan Sosial 
f. Belanja Bagi Hasil 
g. Bantuan Keuangan 
h. Belanja Tidak Terduga 
 
2) Belanja Langsung 
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung 
dibagi menurut belanja yang terdiri dari. 
a. Belanja Pegawai (pengeluaran honorarium/upah dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan pemerintah) 




c. Belanja Modal 
Sebelum ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja yang berlaku adalah 
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun 
perbedaan struktur belanja daerah antara Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 
dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
 
Tabel 2.3 Perubahan Struktur Belanja Antara Kepmendagri Nomor 29 Tahun 






APARATUR DAN PELAYANAN 
PUBLIK 
Belanja Administrasi Umum 
 Belanja Pegawai 
 Belanja Barang dan Jasa 
 Belanja Perjalanan Dinas 
 Belanja Pemeliharaan 
 
Belanja Operasi dan Pemeliharaan 
 Belanja Pegawai 
 Belanja Barang dan Jasa 
 Belanja Perjalanan Dinas 
 Belanja Pemeliharaan 
 
Belanja Modal 
 Belanja Modal 
 
BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN 
KEUANGAN  
 
BELANJA TIDAK TERSANGKA 
 
 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 
 Belanja Pegawai 
 Belanja Bunga 
 Belanja Subsidi 
 Belanja Hibah 
 Belanja Bantuan Sosial 
 Belanja Bagi Hasil 
 Belanja Bantuan Keuangan 
 Belanja Tak Terduga 
 
BELANJA LANGSUNG 
 Belanja Pegawai 
 Belanja Barang  
 Belanja Modal 
 
Sumber : Anggarini dan Puranta (2010:139) 
 
2.1.5.3 Pembiayaan Daerah 
Pasal 1 (satu) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 




pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah 
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu.  
1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari. 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya SiLPA) 
b. Pencairan dana cadangan 
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
d. Penerimaan pinjaman daerah 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  
f. Penerimaan piutang daerah 
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari. 
a. Pembentukan dana cadangan 
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 
c. Pembayaran pokok utang 
d. Pemberian pinjaman daerah 
 
2.1.6 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
Menurut Stephen P Robbins dalam Rai (2010:40) mendefinisikan “Kinerja 
merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan 
dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”. Menurut Bastian (2006a:274) 
kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 
misi suatu organisasi. 
Kinerja suatu organisasi merupakan hasil yang dicapai oleh organisasi 
dalam periode tertentu. Salah satu cara untuk menilai kinerja organisasi adalah 




terhadap laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan yang berlaku (Winarso, 2010:31). 
Menurut Fahmi (2012:2) “kinerja keuangan merupakan suatu analisis 
yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan 
tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan 
secara baik dan benar". Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang 
bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah (Halim 
dan Iqbal, 2012:66).  
Istilah kinerja yang selama ini biasanya digunakan untuk menilai 
keberhasilan suatu entitas bisnis, mulai dikembangkan untuk organisasi nirlaba 
khusunya pemerintahan. Di era reformasi yang menuntut agar pemerintahan 
dikelola secara baik (good governance) melalui transparansi dan akuntabilitas 
publik, telah menjadikan perubahan tata kelola pemerintahan sebagai suatu 
keharusan. Penilaian kinerja sektor publik, khususnya tata kelola keuangan, telah 
menjadi agenda nasional. Perubahan teknik penganggaran dari incremental 
based budgeting menjadi  performance based budgeting, perubahan system 
akuntansi dari single entry menuju double entry, adalah dimaksudkan sebagai 
upaya mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan sektor publik 
yang lebih handal, transparan dan akuntabel (Winarso, 2010:31-32). 
Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, 
Pengukuran kinerja memberikan penetapan angka untuk pembanding indikator 
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal 
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja diartikan 
sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 




perlu dirancang dalam penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja terdiri 
dari: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan 
dampak (impact). 
Pada sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk 
membantu pemerintah menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur non-
finansial dan finansial (Mardiasmo, 2009:121). Informasi non-finansial yang 
dikembangkan oleh berbagai organisasi disaat ini adalah balance scorecard yang 
dapat dijadikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja sektor publik. Adapun 
pengukuran kinerja keuangan dari informasi finansial adalah kinerja keuangan 
yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 
2009:123).   
Indikator kinerja juga dibahas oleh Mardiasmo (2009) bahwa sekurang-
kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintahan 
daerah yaitu.  
1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan 
dalam APBD  
2. Efisiensi biaya  
3. Efektivitas program  
4. Pemerataan dan keadilan.  
 
Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 
untuk memenuhi tiga maksud yaitu. 
1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah 
2. Untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan 





Pemerintah daerah sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjalankan 
roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik harus menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 
pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak serta 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat 
untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 
daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD 
yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007a:230).  
Menurut Nasution (2011) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 
tingkat capaian dari suatu hasil yang diukur menggunakan indikator keuangan. 
Alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan 
menggunakan rasio keuangan (Kieso et al. (2011:220) 
 
2.1.7  Rasio Keuangan  
  Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 
berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang 
bersifat komersil), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari dari. 
1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. 
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang 
disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. 
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau 
tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang 
dimiliki perusahaan. 
4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 




Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan, yaitu. 
a. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menilai 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 
b. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis 
sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden ataupun 
memperoleh laba. 
c. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan 
dalam mengambil keputusan. 
 
Pengunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD 
belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara 
bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian,dalam 
rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, 
efisien, dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan 
meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan 
keuangan  yang dimiliki perusahaan swasta. 
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan 
hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat 
diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu,dapat pula dilakuan 
dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda 
tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi 
daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda 




Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 
bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio 
efektivitas dan efisiensi (Halim dan Kusufi, 2013). 
 
2.1.7.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai 
sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah 
ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan 
pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan 
pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim dan Kusufi, 2013). Adapun 
formula untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah yaitu sebagai 
berikut. 
     Pendapatan Asli Daerah  
Rasio Kemandirian =   
Bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/ 
Pinjaman  
 
 Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 
sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 
pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. 
Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama 
pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan 
retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang 





Tabel 2.4 Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah 
Kemampuan Keuangan Persentase Kemandirian Keuangan (%) 




0% - 25%  
25% - 50%  
50% - 75%  
75% - 100%  
Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 
 
 
2.1.7.2  Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan 
pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim dan Kusufi, 2013). Adapun 
formula untuk mengukur rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu sebagai 
berikut. 
 
       
      Realisasi Penerimaan PAD 
Rasio Efektivitas = 
Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan 
Berdasarkan  Potensi Rill Daerah 
 
 
Menurut Halim dan Kusufi (2013) Kemampuan daerah dalam 
menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 
sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio Efektivitas, 
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh 
ukuran yang lebih baik, rasio Efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan 
rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Adapun kriteria untuk mengukur tingkat 







Tabel 2.5 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah 
Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas (%) 
Sangat Efektif >100 
Efektif >90 – 100 
Cukup Efektif >80 – 90 
Kurang Efektif >60 – 80 
Tidak Efektif ≤60 
Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 
 
2.1.7.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 
Rasio ini Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan 
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) 
atau dibawah 100% (Halim dan Kusufi, 2013). Semakin kecil rasio efisiensi 
berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah 
perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk 
merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui 
apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu 
perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan 
target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun 
keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan 
untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada 
realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim dan Kusufi, 2013). Adapun formula 
dan kriteria untuk mengukur rasio efisiensi pendapatan asli daerah yaitu sebagai 
berikut. 
Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD 
Rasio Efisiensi = 





Tabel 2.6 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 
Kriteria Efisien Persentase Efisien (%) 
Tidak Efisien >100 
Kurang Efisien >90 – 100 
Cukup Efisien >80 – 90 
Efisien >60 – 80 
Sangat Efisien ≤60 
Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 
2.2 Tinjauan Empirik 
Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis kinerja 
keuangan pemerintah daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 
Rudiyanto (2015), tentang analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada daerah 
kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten). 
Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 
2006-2013 masih tergolong kurang baik, sedangkan kemampuan keuangan 
daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong rendah. Adapun 
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dalam kurun 
waktu 2006-2013 kurang baik, sedangkan kemampuan keuangan daerah 
Provinsi Banten juga masih tergolong rendah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan (2013) tentang faktor yang 
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Se-Provinsi Sulawesi 
Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan asli 
daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada 




Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati et al. (2012) mengenai Pengaruh 
Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja 
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pengukuran Kinerja 
Keuangan pemerintah daerah yang di gunakan oleh Julitawati adalah dengan 
menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap 
anggaran. Rasio yang digunakan dari penelitian tersebut adalah Rasio Efisiensi 
yakni rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau 
realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. 
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan 
secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Julitawati et al. (2012) bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah. Apabila terjadi perubahan variabel PAD sebesar 1% akan 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sebesar 2,5%. 
Selain penelitian di atas, Widodo (2001) dengan judul penelitian, analisa 
rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali mengungkapkan bahwa Analisa 
rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai 
kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai mana yang 
dituangkan dalam, APBD. Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten 
Boyolali masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata 
mencapai 80% dari total pendapatan yang diterima. Aktivitas penyerapan dana 
untuk belanja pembangunan masih terkonsentrasi pada triwulan 4, yaitu sebesar 
72,96% dari total anggaran pembangunan. 
Beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui 
bahwa sesungguhnya penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 




berbagai sisi. Penelitian yang peneliti lakukan ini juga banyak terinspirasi dari 
penelitian yang telah dikemukakan di atas, khusunya dari penelitian Rudiyanto 
pada tahun 2015 di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
Provinsi Banten. 
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Adapun kerangka pikir untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 
 




















Analisis kinerja keuangan: 
 
 Rasio Kemandirian 
 Rasio Efektivitas PAD 









3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif 
kuantitatif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau 
karakteristik data APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang berlangsung 
selama sepuluh tahun (2005-2014). 
3.2 Tempat dan Waktu  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 
Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan mulai dari 
pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga 
penulisan laporan dalam bentuk skripsi adalah sekitar dua bulan lamanya 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo selama 
10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 2005-2014. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Menurut Said et al., (2012:14) bahwa jenis data penelitian berhubungan 
dengan sumber data dan pemilihan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri atas. 
1. Data kuantitatif,  yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalan 
laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 






2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah daerah Kabupaten Wajo 
maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalarn memberikan informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas. 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 
pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Wajo. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain 
yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan 
melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data  
Teknik  yang  digunakan  dalam  memperoleh  data-data  yang  
diperlukan adalah sebagai berikut. 
1. Tinjauan Pustaka (Library Research) 
Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 
mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal 
atau artikel-artikel terkait, serta mengakses situs-situs internet yang 
menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi 
pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Wajo dengan  
melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang 
diperlukan oleh peneliti serta pengumpulan data yang dianggap relevan 







3.6 Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 
1. Deskriptif yaitu menganalisis data sedemikian rupa sesuai dengan teori yang 
relevan dengan permasalahan kemudian dibuat kesimpulan. 
2. Kuantitatif yaitu perhitungan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wajo dengan menggunakan rasio keuangan daerah. 
 
3.6.1 Alat Analisis Kinerja Keuangan 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan 
daerah. Rasio keuangan daerah ini digunakan untuk menilai kemandirian 
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, 
mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan asli 
daerah Kabupaten Wajo. Perhitungan rasio keuangan daerah dalam penelitian ini 
menggunakan rumus yang pernah digunakan Widodo (2001), dalam penelitian 
“Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali”, yaitu sebagai 
berikut. 
Rasio Kemandirian  = 
Pendapatan Asli Daerah 
Bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah 
Provinsi/Pinjaman 
 
Rasio Efektivitas      = Realisasi Penerimaan PAD 
Target Penerimaan PAD 
 
 
Rasio Efisiensi         = Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD 
Realisasi Penerimaan PAD 









Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka, 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam memenuhi 
kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih relatif kecil, 
yaitu tahun 2005 sebesar 7,93%, tahun 2007 6,63%. Pada tahun 2010 
sebesar 4,23% rasio tersebut sangat rendah dalam kurun waktu 10 tahun 
sedangkan tahun 2014 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Wajo 
sangat tinggi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, yakni sebesar 9,93%.  
Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Wajo adalah 
2,19%, yang artinya masuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk pola 
hubungan instruktif. Berdasarkan hasil rasio tersebut, bahwa semakin tinggi 
realisasi PAD terhadap bantuan pemerintah pusat/provinsi maka akan 
meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga pemerintah 
daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  PAD yang tinggi ini akan 
memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih meningkat 
perekonomiannya, sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 
 
2. Hasil penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dari 
segi efektivitas dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah 
yang telah dianggarkannya pada tahun 2005-2007 dan tahun 2012-2014 
telah sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan 




pendapatan asli daerah selalu melebihi dari target yang telah dianggarkan. 
Pada tahun 2008-2011 kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terealisasi 
dengan baik sehingga menyebabkan tidak efektifnya penerimaan PAD pada 
tahun tersebut. Rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah selama 
tahun 2005 sampai 2014 adalah sebesar 101,70%, yang berarti hasil rasio 
tersebut masuk dalam kategori sangat efektif. Berdasarkan hasil rasio 
tersebut, bahwa semakin tinggi realisasi penerimaan PAD terhadap target 
penerimaan PAD maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pemerintah 
daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, berarti daerah 
tersebut sudah dapat mengoptimalisasi kemampuan daerahnya dalam 
memperoleh penerimaan PAD yang dapat mendukung peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila PAD meningkat maka dana yang 
dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan 
menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk 
membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. 
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sudah efisien dalam melaksanakan 
pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut 
dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih kecil 
daripada penerimaan pendapatan asli daerah yang telah direalisasikan. Rata-
rata rasio efisiensi untuk tahun 2005-2014 di Kabupaten Wajo sebesar 
7,74%. Dari angka rasio ini tercermin kinerja Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Wajo dapat dikatakan sangat efisien dalam mengeluarkan biaya 
untuk memungut sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil rasio 
tersebut, bahwa semakin rendah biaya pemungutan penerimaan PAD 
terhadap realisasi penerimaan PAD maka semakin tinggi pula tingkat 
efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 




daerahnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya efisiensi pemerintah dalam 
memungut sumber PAD sehingga pendapatan asli daerah dapat dialokasikan 




Adapun saran yang diajukan oleh peneliti untuk dapat dipertimbangkan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam pengambilan keputusan yang 
terkait dengan APBD di masa yang akan datang, sebagai berikut. 
1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah selama tahun 2005-2014 
pada APBD Kabupaten Wajo relatif kecil, maka pemerintah daerah perlu 
berupaya untuk meningkatan penerimaan PAD dengan cara menggali 
sumber-sumber PAD yang masih potensial dan meningkatkan pengendalian 
terhadap pengelolaan dana PAD tersebut. Salah satunya adalah 
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan 
(PBB P2), yang sepenuhnya telah menjadi hak pemerintah daerah 
kabupaten/kota terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014. 
2. Melihat tidak efektifnya penerimaan PAD pada tahun 2008-2011, maka 
Pemerintah Kabupaten Wajo perlu meningkatkan upaya pencapaian target 
yang telah dianggarkan di masa yang akan datang.   
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo perlu mempertimbangkan agar alokasi 
biaya yang digunakan untuk memungut pendapatan asli daerah dapat 
dipertahankan atau ditingkatkan tingkat efisiensinya, sehingga PAD dapat 
teralokasikan lebih banyak untuk pembangunan sarana dan prasarana 
daerah daripada digunakan untuk pengeluaran biaya pemungutan PAD. 




4. Penelitian selanjunya dapat dilakukan dengan menambahkan alat untuk 
mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio yang 
menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari segi laporan posisi 
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